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ABSTRAK

MEKANISME PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2
ATAS JASA KONSTRUKSI DI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI RIAU

OLEH

ESHA NURRIDHA AMALIGA
NIM. 02170623916

Tugas Akhir ini mengambil objek Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau yang dimulai
sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2024. Penulisan ini dilakukan dengan
tujuan untuk mengetahui tentang mekanisme pengenaan pajak penghasilan pasal 4
ayat (2) atas jasa konstruksi pada Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau. Penerimaan
pajak terutama pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atau biasa disebut juga dengan
PPh Final merupakan salah satu sumber penerimaan bagi negara terkhusus pada
sektor Pembangunan dan infrastruktur negara. PPh pasal 4 ayat (2) dikenakan
pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa tertentu.
Salah satu jenis dari jasa tertentu ini yaitu jasa konstruksi. Data yang dikumpulkan
merupakan jenis data primer yang diperoleh penulis melalui wawancara dan jenis
data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung. Penulis melakukan penelitian
dengan tiga metode yaitu wawancara dengan narasumber, metode observasi yang
dilakukan penulis secara langsung dan dokumentasi. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa pengenaan PPh pasal 4 ayat (2) terhadap wajib pajak (Badan
Usaha) berpengaruh terhadap kegiatan pembangunan yang ada di wilayah Provinsi
Riau dan peningkatan penerimaan pajak yang diperlukan untuk membantu upaya
pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur negara yang lebih baik. Selain
itu,-adapun dalam proses perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan PPh
pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi terhadap wajib pajak pada Dinas PUPRPKPP
Provinsi Riau telah sesuai berdasarkan peraturan dan ketentuan perpajakan yang
berlaku.

Kata Kunci : Mekanisme Pengenaan, PPh pasal 4 ayat 2, Jasa Konstruksi



ABSTRACT

INCOME TAX IMPOSITION MECHANISM ARTICLE 4 PARAGRAPH 2
FOR CONSTRUCTION SERVICES IN THE OFFICIAL OFFICE OF
PUBLIC WORKS, SPATIAL PLANNING, HOUSING, RESIDENTIAL

AREAS AND LAND OF RIAU PROVINCE

BY

ESHA NURRIDHA AMALIGA
NIM. 02170623916

This Final Thesis focuses on the Riau Province Public Works, Spatial Planning,
Housing, Settlement and Land official office, starting from March to June 2024.
The purpose of this paper is to investigate the mechanism of imposing Article 4
Paragraph (2) income tax on construction services at the Riau Province PUPRPKPP
official office. Tax revenue, especially Article 4 Paragraph (2) income tax or
commonly known as Final Income Tax, is one of the sources of state revenue,
especially in the construction and infrastructure sector. Article 4 Paragraph (2)
income tax is levied on withholding tax on income paid in connection with certain
services. One of these types of services is construction services. The data collected
is primary data obtained by the author through interviews and secondary data
obtained indirectly. The author conducted research using three methods, namely
interviews with informants, observation methods conducted directly by the author,
and documentation. The results of this research show that the imposition of PPh
article 4 paragraph (2) on taxpayers (Business Entities) has an effect on
development activities in the Riau Province region and increases tax revenues
which are needed to assist the government's efforts in developing better state
infrastructure. Apart from that, the process of calculating, withholding, depositing
and reporting PPh article 4 paragraph (2) for construction services for taxpayers at
the Riau Province PUPRPKPP official office is in accordance with the applicable
tax regulations and provisions.

Keywoard : Imposition Mechanism, Article 4 Paragraph (2) Income Tax,
Construction Services



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa
Allah SWT atas anugerah yang telah diberikan hingga saat ini, serta melimpahkan
rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaiakan Tugas Akhir
yang berjudul “MEKANISME PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA KONSTRUKSI DI DINAS PEKERJAAN
UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU”. Sholawat beserta
salam selalu penulis panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah
membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan
ilmu pengetahuan.

Penyusunan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi syarat
menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada
Program Studi DIl Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan IImu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Untuk menyelesaikan tugas
akhir ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini tidak mungkin
terselesaiakan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak,
baik moril maupun materil selama penyeselesaikan tugas akhir ini. Untuk itu
penulis mengucapkan dengan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga

semoga Allah memberikan balasan yang terbaik terutama kepada:



Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan lIimu

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Jhon Afrizal, S.HI, M.A selaku Ketua Prodi DIIl Administrasi
Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan IImu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau.

Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Prodi DIII Administrasi
Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan IImu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau serta selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis yang
telah meluangkan waktu dan memberikan kemudahan, bantuan, pengarahan,
dan motivasi yang bermanfaat serta saran-saran dengan penuh kesabaran

kepada penulis dari awal mengerjakan hingga terselesaikan Tugas Akhir ini.

Bapak Alchudri, SE, MM, CPA, Ak selaku Penasehat Akademik penulis
selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau.

Bapak dan lbu Dosen Prodi DIII Administrasi Perpajakan yang telah
memberikan bimbingan dan ilmu pengatahuan yang sangat berharga selama
masa perkuliahan.

Bapak Muh. Arief Setiawan, ST, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi



10.

11.

12

Vi

Riau yang telah berkenan memberikan data untuk mendukung penyusunan

Tugas Akhir ini.

Ibu Deffy Herlina, SE, M.Si selaku Kepala Subbagian Keuangan,
Perlengkapan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas PUPRPKPP
Provinsi Riau yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan

informasi yang penulis perlukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Teristimewa kepada Kedua orang tua penulis yang tercinta Ibunda Alifah, yang
tersayang Ayahanda Soni Wuryanto, dan adik kandung penulis yang terkasih
Mutia Cahya Stihanna.

Seluruh keluarga besar dan kerabat terdekat penulis yang telah banyak
memberikan dukungan moril dan materil serta doa restu sehingga penulis dapat
menyelesaikan perkuliahan dan Tugas Akhir ini.

Navito Virgiosa Akhmur yang telah berkontribusi banyak serta memberikan
dukungan, meluangkan waktu tenaga dan pikiran serta senantiasa menemani,
menghibur dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Teman-teman seperjuangan DIl Administrasi Perpajakan, terkhususnya
teman-teman kelas A yang telah memberikan motivasi, semangat dan

menghibur dikala bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun ini.

Penulis mengakui bahwa penulis tidaklah sempurna sebab penulis hanya

manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, yang sempurna hanya sang maha

pencipta Allah SWT, apabila nantinya terdapat kekurangan dan kelemahan dalam

penulisan Tugas Akhir ini.



vii

Untuk itu kritik dan saran serta masukan-masukan yang mendukung dari semua
pihak demi penyempurnaan Tugas Akhir ini akan diterima dengan senang hati.

Semoga penulisan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Pekanbaru, Juni 2024

Penulis

ESHA NURRIDHA AMALIGA
NIM. 02170623916




viii

DAFTAR ISI
ABSTRAK .t i
KATA PENGANTAR ..ttt \Y;
DAFTAR IST ..ot Vil
DAFTAR TABEL ...ttt Xi
DAFTAR GAMBAR ...ttt Xii
BAB | PENDAHULUAN ... 1
1.1 Latar Belakang........coooovieiiieiieiieiieesie e 1
1.2 Rumusan Masalah...........ccccooiiiiiii 9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan ............ccccovveiiiieiieecsiie e 10
1.3.1 Tujuan Penulisan...........cccceevvuveiiieeeiiierenieeesieeesieeeseee e 10
1.3.2 Manfaat Penulisan............ccccooveriiiiiiiiiiieeeee e 10
1.4 Metode Penelitian ..........cccoveiiiiiiiieiec e 11
1.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .............cccoevvveriienviiiiinenn 11
1.4.2 JENIS DALA....c.voiiiiieiiiie et 11
1.4.3 Metode Pengumpulan Data............cccceevvveeiiveeeiiieeciinnn, 12
1.4.4 Sistematika Penulisan ...........cccooeiiiiiiinicniciece 14
BAB Il GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN .....cccccooiiiiiiiin. 16
2.1 Sejarah Berdirinya Kantor Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.....16
2.2 Visi dan Misi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau...............c.cc.c.... 18
2.2.1 Visi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau...........ccc.cccovennen. 18

2.2.2 Misi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau ........cccoocveeviiiin. 18



2.3 Struktur Organisasi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau................ 19
2.4 Uraian Tugas Kantor Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.............. 23
BAB 111 TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK ..., 38
3.1 TINJAUAN TOM .ceuueiiiieiiiieeiee ettt 38
3.1.1 Pengertian Pajak .........c.cccovveiiiiniiiiiiiiiee e 38

3.1.2 FUNgSI PaJak ......ccvviiiiiiiiiieiices e 39

3.1.3  Jenis-JeniS Pajak .........cccceoiiiiiiiiiiiie e 39

3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak...........ccccoovviiiiiiiiiiiiiennenn 42

3.1.5 Pengertian Pajak Penghasilan ..............ccccoooeiiiiiinnnnnnn, 43

3.1.6 Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) .......c...ccceeuuee. 44

3.1.7 Subjek dan Objek PPh Final Pasal 4 Ayat (2) ................ 44

3.1.8 Ketentuan dan Tarif PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa
BODSITUKST . i e 47

3.1.9 Perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Atas

Jasa KONSEIUKSI.......cveiieiiieiiei e 52

3.1.10 Pajak Menurut ISlam..........cccoovveiiiieiiiee e 53

3.2 Tinjauan PrakteK..........ccccooiiieiiiiie e 60

3.2.1

3.2.2

3.2.3

Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)
pada Kantor Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau ............... 60
Tata Cara Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa

Konstruksi pada Kantor Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada

Kantor Dinas PUPRPKPP Provinsi RiaU...........cc..cccuu.... 73



3.2.4 Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada
Kantor Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau ...................... 74
3.2.5 Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada
Kantor Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau........................ 75
3.2.6 Perbandingan Teori dan Praktek pada Mekanisme

Pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) di Dinas PUPRPKPP

Provinsi RIAU .........oooviiiiiiiiiiieice e i

BAB IV PENUTUP ...ttt e e 81
4.1 KeSIMPUIAN... ..ot 81

4.2 Saran.. g5 S NS w e S m— 83
BERETAR PUSTAIGENE S, . . ................cccccoeiaciee s ineees s R 84

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS



Tabel 1.1

Tabel 1.2

Tabel 3.1

Tabel 3.2

Tabel 3.3

Tabel 3.4

Tabel 3.5

Tabel 3.6

Tabel 3.7

Xi

DAFTAR TABEL

Daftar Objek dari Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi di
Dinas PUPRPKPP Riau Tahun Anggaran 2022 dan 2023.............. 5
Jumlah Wajib Pajak dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan
Pasal 4 ayat (2) di Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau ...................... 6
Tarif PPh atas Usaha Jasa Konstruksi Rekanan yang Memiliki
KURHTIKASH .vovvevvevvcieicee e 49
Tarif PPh Final atas Usaha Jasa Kontruksi Rekanan yang Tidak
MemiliKi KUalifikasi ..........cccovviererieiiiicccece s 49
Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Pelaksanaan Usaha
JaSA KONSEIUKSI ...t 50
Tarif Khusus Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) Yang Bersertifikat Badan
Usaha dan Tidak Bersertifikasi Badan Usaha yang Berlaku mulai 21
Februari 2022..........ooiiee 51
Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) terhadap Wajib Pajak atas

Usaha Jasa Konstruksi Pada Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau pada
TahUN 2023 ... 69
Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi
Menurut Peraturan Perpajakan yang Berlaku ..............ccccccovveennee.. 71
Perbandingan Tinjauan Teori dan Praktek PPh Final Pasal 4 ayat (2)

atas Jasa Konstruksi di Dinas PUPRPKPP Riau .........cccvvuunn... 77



Xii

UIN SUSKA RIAU

22
.63

=

- v -
-
> [ M
i) C] :
r X :
. — [eo]
5 g
o = :
- <
¥ =
o [3+] :

M ) < :
o — ]

> @ 8§ =

< s £ K

O] A = @

o g £
© = S

< T T o

: f¢ &
= o

< 8 o o

()] 2 - v
8 I
2 g x
S =2 3
5 © o
2 T g
S 3 £
nh < 0
o
N o
8 ©
O O

© Hak o_m#m mi__x UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

O O ‘

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik adalah salah satu tujuan
utama dari pembangunan nasional dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik
dan kualitas hidup yang prima bagi Masyarakat. Layanan publik yang memadai
serta kegiatan Pembangunan yang merata gencar dilakukan oleh pemerintah agar
dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam penerapan berbagai kegiatan
Pembangunan Nasional, pemerintah sangat memperhatikan faktor pembiayaan
karena pembangunan nasional akan membutuhkan jumlah dana yang tidak sedikit.
Hal ini tentu dapat menjadi fokus utama yang mendorong dan mengharuskan
pemerintah untuk memaksimalkan segala potensi pendapatan negara yang ada.

Adanya pembangunan nasional tentu membutuhkan pendanaan dari
berbagai sumber daya yang salah satunya adalah penerimaan pada kas negara yang
cukup dan memadai. Menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
sektor perpajakan menjadi sumber pendapatan yang utama bagi negara. Di lihat
dari infografik penerimaan perpajakan pada Komwasjak (Komite Pengawas
Perpajakan) Kementerian Keuangan, dari tahun ke tahun kontribusi pajak dalam
pendapatan negara terus meningkat. Oleh karena itu, manajemen pajak yang efektif
sangat penting serta Fokus pada peningkatan partisipasi masyarakat dan
peningkatan Kkinerja aparat pajak juga berpengaruh atas penerimaan negara dalam

sektor perpajakan.



Penerimaan negara dalam sektor perpajakan akan terus meningkat seiring
dengan tumbuhnya kesadaran untuk membayar pajak. Disamping untuk
meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan
membina kesadaran serta tanggung jawab rakyat terhadap kewajiban kepada
negara. Dalam strategi meningkatkan pendapatan negara serta meningkatkan
kepatuhan warga negara terhadap sektor perpajakan dibutuhkan peraturan —
peraturan sebagai sarana pembaharuan yang mengatur Masyarakat sesuai dengan
norma dan tuntutan yang berlaku.

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke
empat atas undang undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata
Cara Perpajakan menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani (Ramandey, 2020) Pajak adalah iuran
masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib
pajak membayarnya menurut peraturan peraturan umum (undang-undang) dengan
tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang
digunakannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung
tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Penerimaan kas negara dari sektor pajak didapat dari berbagai macam
sumber yang berlaku di Indonesia. Salah satunya adalah dari pajak penghasilan

(PPh). Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi



atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak
(Kusnanto, 2019). Menteri Keuangan (Menkeu)  Sri Mulyani Indrawati
mengungkapkan bahwa capaian pajak penghasilan (PPh) Non Migas hingga tahun
2023 tercatat Rp 636,56 triliun atau 72,86% dari target. Pajak ini tumbuh 6,98%
jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut PPh Non Migas ini merupakan penerimaan
pendapatan yang utama bagi kas negara. Kemudian setelah itu baru di ikuti oleh
adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah
(PPnBM). Adapun beberapa jenis PPh Non Migas yang telah menjadi sumber
pendapatan terbesar bagi negara yaitu PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22,
PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29 dan PPh
Final Pasal 4 ayat (2).

Salah satu jenis pajak penghasilan (PPh) yang menunjang serta memberikan
kontribusi agar adanya pengembangan wilayah melalui Pembangunan Nasional ini
yaitu pajak yang berasal dari sektor konstruksi. Sektor ini merupakan salah satu
sektor yang menjadi pusat bagi pemerintah pada saat ini ditengah giatnya
pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah. Proyek-proyek yang
terdapat pada sektor konstruksi sebagian merupakan proyek dari pemerintah dan
sisanya merupakan proyek dari swasta. Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun
1999 tentang Jasa Konstruksi menyatakan bahwa Jasa Konstruksi adalah
keseluruhan atau sebagian dari rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau
pelaksanaan beserta pengawasan yang menyangkut pekerjaan arsitektural, sipil,

mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan, masing-masing beserta



kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bentuk bangunan atau bentuk fisik
lainnya. Beberapa hasil dari pekerjaan konstruksi itu sendiri terdiri dari pasar atau
pusat bisnis, gedung pemerintahan, jalan raya, jembatan penghubung, sekolah,
taman kota atau alun-alun, dan lainnya yang akan memiliki dampak terhadap
perekonomian dan kehidupan sosial-budaya suatu negara (Sarjono, 2018).

Peraturan yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas usaha jasa
konstruksi ini dibahas lebih detail dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Nomor 153/PMK.03/2009 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.03/2008 yang didalamnya menjelaskan
bahwa setiap penghasilan yang akan diterima wajib pajak dari usaha jasa konstruksi
dikenakan pajak dan penghasilannya dipotong pajak yang bersifat final. Selain itu,
Jasa konstruksi merupakan salah satu objek pajak yang memiliki kewajiban untuk
melakukan pembayaran pajak atas penghasilan yang diperoleh. Hal ini memiliki
tujuan untuk dapat menunjang Pembangunan nasional dan peningkatan
infrastruktur (Octavia et al.,, 2021). Jasa konstruksi adalah objek dari pajak
penghasilan bersifat final yang biasa disebut dengan PPh pasal 4 ayat (2) sehingga
secara rutin akan di bayar atas penghasilan yang dikenakan pada setiap tahun
berjalan terkhusus untuk wajib pajak badan yang terlibat dalam melakukan kegiatan
konstruksi.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdiri dari 3 (tiga) kelompok pekerjaan yaitu
kegiatan perencanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan

pengawasan pekerjaan konstruksi. Untuk setiap kategori usaha jasa konstruksi



tersebut, terdapat perbedaan tarif pajak bergantung pada kepemilikan Sertifikat
Badan Usaha (SBU) dan masa berlakunya.

Tabel 1.1
Daftar objek pajak dari PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi di Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Riau
Tahun anggaran 2022 dan 2023

Tahun Objek PPh Pasal 4 ayat (2) Jumlah Nilai
Anggaran Belanja Modal
Belanja modal Gedung dan bangunan | Rp 127.502.966.405

2022 Belanja modal jalan, jaringan dan | Rp 988.458.422.693

irigasi

Belanja modal Gedung dan bangunan | Rp 122.920.736.261

2023 Belanja modal jalan, jaringan dan | Rp 1.212.427.276.535

irigasi

Sumber: Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau (2024)

Dari data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa Dinas PUPRPKPP provinsi
Riau telah berkontribusi dalam melaksanakan Pembangunan infrastruktur di
wilayah provinsi Riau dengan nilai modal belanja dan kontrak yang relevan.
Pemerintah Provinsi telah mengalokasikankan dana sebesar Rp 2.451.309.401.894
pada dua tahun terakhir untuk merealisasikan pembangunan dan sebagai upaya
mendukung kelancaran Pembangunan infrastruktur pada wilayah Provinsi Riau.

Dalam proses pemungutannya PPh Pasal 4 ayat (2) atau biasa disebut
dengan pajak penghasilan final termasuk jenis pajak yang sistem pemungutannya
dilakukan oleh pihak ketiga atau withholding tax. Pajak yang dipungut oleh pihak

ketiga (selain wajib pajak dan fiskus) atau dalam hal ini pengguna jasa dilakukan



pada saat pembayaran. Pengguna jasa akan memotong atau memungut pajak dan
berkewajiban menyetorkan pajaknya ke negara atas penghasilan yang diterima
perusahaan jasa konstruksi sebagai kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini,
bendahara pemerintah suatu instansi terkait di beri kewenangan untuk menghitung
jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan
Pasal 4 ayat (2) di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

Jumlah
No | Tahun | Wajib Pajak Target Realisasi
(PT dan CV)
1 2021 77 Rp 180.120.000 Rp 247.607.182
2 2022 880 Rp 11.283.414.400 Rp 20.967.095.777
g 2023 665 Rp 8.256.266.992 Rp 208.981.655.584

Sumber: Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau (2024)

Berdasarkan data pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 PPh
pasal 4 ayat (2) yang disetorkan oleh rekanan (wajib pajak badan) memiliki
presentase sebesar 0,11%, kemudian pada tahun 2022 PPh pasal 4 ayat (2) yang
disetorkan mengalami kenaikan sebesar 9,11% dan pada tahun 2023 PPh pasal 4
ayat (2) yang disetorkan juga mengalami kenaikan mencapai 90,78% dari jumlah
total penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) ke kas negara tiga tahun terakhir pada Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau. Sementara itu, jika dilihat dari jumlah wajib pajak dari
tahun 2021 hingga 2023 mengalami turun naik. Walaupun demikian jika dilihat
secara keseluruhan dari penyetoran PPh pasal 4 ayat (2) oleh wajib pajak yang

terdata di Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau pada tiga tahun terakhir menunjukkan



peningkatan terhadap realisasi nya. Dengan jumlah total penerimaan PPh pasal 4
ayat (2) pada tiga tahun terakhir mencapai Rp 230.196.358.543.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau adalah salah satu dari
lembaga pemerintahan yang menjadi unsur dari pelaksanaan pada bidang urusan
pekerjaan umum dan bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur di wilayah
Provinsi Riau. Provinsi Riau sangat gencar dalam melakukan pengembangan
wilayah dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan dan pemeliharaan
bangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau telah berkontribusi tinggi dalam melaksanakan berbagai
macam kegiatan konstruksi yang mencakup kegiatan Pembangunan, pemeliharaan,
dan pengawasan dengan tujuan peningkatan infrastruktur wilayah pada Provinsi
Riau.

Berikut adalah beberapa contoh dari kegiatan konstruksi yang telah
dilakukan oleh Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau yaitu berupa pembangunan
tanggul sungai di wilayah sungai, pemeliharaan gedung rusunawa, pemeliharaan
taman gedung, pembangunan pintu air, pembangunan pengaman tebing sungai,
pembangunan pengaman pantai atau batu pemecah gelombang, pengawasan
normalisasi sungai, pekerjaan penyusunan peta IGT daerah irigasi, rehabilitasi
jaringan daerah irigasi, rehabilitasi daerah irigasi rawa, perencanaan dan
pembangunan gedang kantor, pembangunan gedung UPT, pembangunan pagar
rumah dinas, rehabilitasi batalyon komando, pengawasan rehabilitasi gedung utama

masjid, pembangunan jalan study kelayakan pembebasan lahan, pembangunan



jalan dan jembatan, pembangunan/peningkatan pagar lingkungan permukiman,
pembangunan/peningkatan sumur bor, pembangunan/peningkatan jalan semenisasi
lingkungan permukiman, dan pembangunan/peningkatan drainase lingkungan
permukiman. Berdasarkan hal tersebut, dari sekian banyaknya pembangunan yang
dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau maka akan menyebabkan timbulnya
potensi perpajakan yang besar terhadap penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) yang biasa
disebut dengan PPh final terkait kegiatan usaha jasa konstruksi tersebut. Peran dari
bendahara pemerintah sangat diperlukan untuk melaksanakan kewajiban
pemotongan pajak penghasilan yang akan dikenakan atas penghasilan dari usaha
jasa konstruuksi tersebut.

Instansi pemerintah merupakan subjek pajak yang menggunakan skema
withholding tax dalam pemungutan pajaknya yaitu dengan melibatkan bendahara
dalam menentukan besarnya pajak terutang. Selanjutnya, selaku pejabat dalam
organisasi pemerintah, bendahara pemerintah bertanggung jawab atas pelaporan
pajak instansi pemerintah (Fadli & Zulfayani, 2021). Menurut Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa bendahara
merupakan setiap orang atau badan yang berwenang menerima, menyimpan, dan
membayar uang atau surat berharga, serta produk/barang negara atau daerah atas
nama negara atau daerah. Maka dapat ditarik kesimpulan, bendahara instansi
pemerintah merupakan pihak ketiga yang ditunjuk dalam melaksanakan
pemenuhan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan pajak yang terutang oleh
instansi pemerintah selaku Wajib Pajak. Sesuai dengan sistem pemungutan pajak

yang berlaku untuk PPh pasal 4 ayat (2) yaitu withholding tax (pajak yang dipungut



oleh pihak ketiga) maka Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau diberi kewenangan oleh
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pihak ketiga yang bertanggung jawab
untuk memotong, menyetor, dan melaporkan PPH pasal 4 ayat (2) atas pengadaan
pekerjaan pelaksanaan kegiatan konstruksi yang di lakukan oleh pihak rekanan atau
wajib pajak badan yang menyediakan jasa konstruksi kepada Dinas PUPRPKPP
Provinsi Riau.

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah penulis paparkan di atas
membuat penulis memilih untuk membahas dan melaksanakan penelitian yang
menyangkut tentang alur pengenaan PPh pasal 4 ayat (2) dan menjadi dasar bagi
penulis untuk menyusun tugas akhir yang berjudul “MEKANISME PENGENAAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS JASA KONSTRUKSI
PADA KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI
RIAU”

1.2-  Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah dan hal hal yang telah penulis paparkan di atas,
maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah : “Bagaimana mekanisme
pengenaan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi bagi para wajib
pajak yang ada di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau?”
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1.3-  Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan yang telah dikemukakan, maka tujuan penulisan yang

ingin dicapai dalam penulisan ini secara spesifikasi adalah untuk mengetahui

mekanisme pengenaan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi bagi

para wajib pajak yang ada di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau.

1.3.2 Manfaat Penulisan

1.

Manfaat Bagi Mahasiswa

Dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan dan informasi
penulis khususnya tentang pengenaan mekanisme pengenaan pajak
penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi bagi para wajib pajak
yang ada di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau, selain itu
dapat menerapkan teori dan praktek pada bidang perpajakan.

Manfaat Bagi instansi

Dapat menjadi bahan masukan sebagai pertimbangan panduan dan
menentukan kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pada sektor
pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi di Kantor Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Riau.
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3. Manfaat Bagi Pembaca
Dapat menambah informasi dan referensi bagi peneliti berikutnya serta
dapat mengembangkan hasil pemikiran yang masih kurang, khususnya
tentang mekanisme pengenaan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas
jasa konstruksi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau.
1.4 Metode Penelitian
1.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Adapun lokasi yang menjadi sumber informasi diperoleh adalah Kantor
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau yang beralamat di Jalan SM Amin No.9A,
Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru 28292, Telepon (0761) 22735,
Email pupr@riau.go.id. Penulisan ini pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei
2024.
1.4.2 Jenis Data
Adapun jenis data yang digunakan dalam menulis penelitian ini adalah:
a. Data primer
Data primer dalam suatu penelitian diperoleh langsung dari
sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam
bentuk angket, observasi, wawancara dan lain lain (Hardani et al., 2020).
Dalam penelitian ini data yang didapatkan melalui wawancara kepada

staf Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,
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Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau terutama kepada unit kerja
sub bagian keuangan yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis.
b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung
dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau
Pustaka (Hardani et al., 2020).
Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari Kantor Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Riau dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen serta
sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

1.4.3 Metode pengumpulan data
1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan peneliti turun
langsung ke lapangan kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti.
Setelah itu peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi yang bisa
dihubungkan dengan teknik pengumpulan data yang lain seperti
kuesioner atau wawancara dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan
teori dan penelitian terdahulu (Syafrida, 2021).
Observasi dalam penelitian ini Penulis langsung turun kelapangan untuk
mengamati secara dekat permasalahan yang sedang diteliti yaitu tentang
mekanisme pengenaan pajak penghasilan pasla 4 ayat (2) atas jasa
konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau.
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2. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang
dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur.
Pelaksanaan wawancara bisa secara individual atau kelompok. Dalam
wawancara peneliti selalu berusaha untuk mengarahkan pembicaraan
sesuai dengan fokus permasalahan yang akan dipecahkan serta ingin
mengeksplorasi suatu masalah sesuai dengan konteks pembicaraan yang
dilakukan (Nursapia, 2020).
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara tersturuktur.
Wawancara dilakukan dengan bertatap muka secara langsung pada Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Riau.
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk data yang
sudah siap, sudah berlalu atau data sekunder. Pengambilan data secara
dokumentasi bisa untuk data dalam bentuk tulisan misalnya catatan
harian, sejarah kehidupan, biografi dan peraturan kebijakan. Dalam
bentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dalam
bentuk karya misalnya karya seni, film dan lain-lain. (Sulaiman dan Sitti,

2020).
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Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data wajib PPh
pasal 4 ayat (2) yang terdaftar dan membayar pajak, surat perintah
membayar, setoran tanda terima pembayaran pajak, dan berfoto bersama
informan dalam wawancara penelitian selaku staff subbagian keuangan,
perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas

PUPRPKPP Provinsi Riau.

1.4.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir (TA) ini dibagi menjadi 4 bagian bab yang

setiap babnya saling berhubungan satu sama lain. Sistematika penulisan adalah

sebagai berikut :

BAB I :

BAB Il :

PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
dan manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data,
analisis data, dan sistematika penulisan.

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum instansi
tempat penelitian, Sejarah singkat, Visi dan Misi, Struktur organisasi

dan Uraian tugas unit kerja pada Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.
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BAB Il : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK
Pada bab ini membahas tentang tinjauan teori-teori yang berhubungan
dengan penulisan penelitian ini seperti Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat
(2). Dalam bab ini juga membahas hasil penelitian tentang mekanisme
pengenaan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada
Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.

BAB IV : PENUTUP
Pada bab ini berisikan Kesimpulan dan saran yang telah diperoleh dari
penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB 11
GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

2.1 Sejarah Berdirinya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau terbentuk setelah di tetapkan Undang-
Undang darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang kemudian di undangkan dengan
Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958. Provinsi Riau merupakan gabungan dari
sejumlah kerajaan Melayu yang pernah berdiri di rantau ini, diantaranya ialah
kerajaan Inderagiri (1658-1838), Kerajaan Siak (1723-1858), Kerajaan Pelalawan
(1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913) dan banyak lagi kerajaan kecil
lainnya, seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis.
Saat itu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau membawahi Bidang Sumber Daya
Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan Bidang Permukiman. Adapun
dasar hukum pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau yaitu:

1.  Undang-undang No 15 tahun 1974, tentang pokok-pokok di daerah

(bagian kesebelas pasal 49) mengenai dinas daerah, yaitu:

a. Dinas daerah adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah.
Pembentukan susunan organisasi dan formasi dinas dengan pedoman
ditetapkan oleh menteri dalam negeri.

b. Peraturan Daerah yang dimaksud ayat 2 pasal ini, berlaku sesudah ada
pengesaan pejabat yang berwenang.

2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra

Tingkat | Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik

16
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Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);

Keputusan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang

pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Riau.
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2.2- Visi dan Misi Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

2.2.1 Visi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Riau Tahun 2019-2024, Visi Provinsi Riau untuk periode 2019-2024
dinyatakan sebagai berikut : “Terwujudnya Riau yang BERDAY A SAING,
BERMARTABAT dan UNGGUL di Indonesia”

e Berdaya Saing
Kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi,
infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal dan lingkungan hidup
yang lestari.

e Bermartabat
Mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang terdepan dan
berintegritas melalui pengalaman nilai-nilai agama serta penerapan
falsafah budaya melayu dalam sendi kehidupan masyarakat.

e Unggul
Menjadikan Riau berprestasi di bidang keagamaan, budaya, seni, dan
olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanan publik dan
penyelenggaraan.

2.2.2 Misi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

Adapun Misi Provinsi Riau dianalisis rumusan, tujuan, dan sasaran

yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,
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Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau yang selanjutnya di
perjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan
pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan sebagai berikut:

Misi I "Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang beriman, berkualitas dan
berdaya saing global melalui pembangunan seutuhnya™

Tujuan: Mewujudkan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum, perumahan
dan kawasan permukiman yang merata, berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan.

Misi Il "Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan
berwawasan lingkungan™

Tujuan: Mewujudkan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum, perumahan
dan kawasan permukiman yang merata, berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2019 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Provinsi Riau Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Provinsi Riau mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

a. -Kepala dinas

b. Kelompok jabatan fungsional

c. -Sekretaris
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.-Subkoordinator subbagian

.-Sekretariat terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan Program;

2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

. Bidang Sumber Daya Air terdiri atas:

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
2. Seksi Sungai, Danau dan Pantai; dan

3. Seksi Irigasi, Rawa.

. Bidang Bina Marga terdiri atas:

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan;
2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan

3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.

. Bidang Cipta Karya, terdiri atas:

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Cipta Karya;

2. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan

3. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.

i. ‘Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Seksi Seksi Perumahan; dan

3. Seksi Kawasan Permukiman.
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J. -Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang, terdiri atas:

1. Seksi Perencanaan Pertanahan dan Penataan Ruang;
2. Seksi Pertanahan; dan

3. Seksi Penataan Ruang.

.-Bidang Bina Jasa Konstruksi, terdiri atas:

1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;

2. Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi; dan
3. Seksi Pendataan dan Sertifikasi Jasa Konstruksi.
UPT Laboratorium Bahan Konstruksi, Kelas A;

. UPT Pengelolaan Air Minum, Kelas A,

. UPT Peralatan Konstruksi, Kelas B;

. UPT Pengelolaan Rusunawa, Kelas B;

. UPT Wilayah I, Kelas A;

. UPT Wilayah 11, Kelas A;

. “UPT Wilayah IlI, Kelas A;

. -UPT Wilayah IV, Kelas A;

UPT Wilayah V, Kelas A;

. “UPT Wilayah VI, Kelas A.
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2.4~ Uraian Tugas Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tanggal 25 Februari
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur
pelaksana pemerintah Provinsi Riau di bidang pekerjaan umum dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang kepala dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Bina Marga,
Pengairan, Cipta Karya, Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan, Pertamanan dan
Pemakaman berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Adapun uraian tugas dan fungsi dari bagian atau unit kerja pada Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:
1.-Kepala Dinas

a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Riau dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Memipin dan membina bawahan nya dalam rangka pelaksanaan tugas dan
pencapaian tujuan organisasi;

¢. Melakukan pembinaan terhadap Unit Pelakasana Teknis Dinas (UPTD);

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

bidang tugasnya.
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2. Sekretariat

a.

Sekretaris Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum,

perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan

. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga

Dinas Pendapatan Daerah;

Pelaksaan,perumusan kebijakan administrasi pengolahan keuangan;

. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di

lingkungan Dinas

Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan
Dinas;

Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada

seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;

. Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab dinas

. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;

Susunan organisasi sekretaris, terdiri dari

Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan  hukum,
kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung
jawab Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman.

Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
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Mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan
keuangan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

d. Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Mempunyai tugas menyusun dan membuat program kerja dan laporan kinerja
dinas.

3."Bidang Sumber Daya Air (SDA)

a. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya air yang meliputi konservasi,
pendayagunaan dan pengendalian daya rusak pada sungai, danau, waduk,
bendungan, irigasi, air tanah, air baku, rawa, tambak dan pantai;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air yang meliputi penyusunan
program dan anggaran, evaluasi Kkinerja pelaksanaan kebijakan,
pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi, serta penanggulangan
darurat dan rehabilitasi kerusakan infrastruktur sumber daya air akibat
bencana alam;

¢. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang sumber daya air;

d. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan
tugas di tingkungan Bidang Sumber Daya Air;

e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya air meliputi
pembinaan hidrologi, perencanaan wilayah sungai, pembinaan operasi dan
pemeliharaan, pengendalian pemanfaatan, pembinaan kelembagaan

pemberdayaan masyarakat;
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Penyelenggaraan pemantatlan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan Bidang Sumber Daya Air; dan
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

.-Bidang Bina Marga

a.

b.

Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Bina Marga;
Penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan
preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan
dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu
hasil pelaksanaanpekerjaan,serta penyediaan dan pengujian bahan dan
Peralatan;

Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil

pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Bina Marga;

. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

sesuai dengan tugas Bidang Bina Marga; dan
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan

fungsinya

.‘Bidang Cipta Karya

a.

b.

Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Cipta
Karya,;
Penyusunan perencanaan dan pemprograman penyelenggaraan infrastruktur

bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan
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strategis provinsi, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air
minum, air limbah domestik, persampahan regional, pengendalian mutu
hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan
peralatan;

Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil

pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Cipta Karya;

. Penyelenggaraan pemantallan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

sesuai dengan tugas Bidang Cipta Karya; dan
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

. Bidang Perumahan & Kawasan Permukiman

a.

b.

Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
Penyusunan perencanaan kegiatan bidang perumahan dan kawasan
permukiman;

Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang

perumahan dan kawasan permukiman;

. Penyusunan data dan informasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan
kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan

kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;



g.

h.

28

Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

sesuai dengan tugas Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

.-Bidang Pertanahan Dan Penataan Ruang

a.

Penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan program pada Bidang

Pertanahan dan Penataan Ruang;

. Penyusunan program, penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan dan

pembinaan, perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang, serta
pengendalian dan pengawasan tata ruang sesuai dengan kewenangan
Pemerintah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
Penyusunan program, penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan dan
pembinaan, perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang, serta
pengendalian dan pengawasan tata ruang sesuai dengan kewenangan
Pemerintah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
sesuai dengan tugas di lingkungan bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

..Bidang Bina Jasa Konstruksi

a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Bina Jasa

Konstruksi;
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. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil

pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Bina Jasa Konstruksi;
Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

sesuai dengan tugas di lingkungan Bidang Bina Jasa Konstruksi; dan

. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

.’Bidang UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I

2.

Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata
Usaha, Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi

Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan;

. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan

tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi perencanaan Teknis Jalan
dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaiingan Jalan dan Jembatan;

Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi perencanaan Teknis Jalan

dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaiingan Jalan dan Jembatan;

. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan jembatan

dengan kabupaten atau kotadiwilayahnya;

Penyelenggaran operasional pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan jembatan,
pengelolaan peralatan, tugas ketatausahaan, serta penyelenggaraan program
usulan kegiatan pemeliharaan rehabilitasi jalan dan jembatan;

Penyelenggaraan dukungan penangan bencana alam di kabupaten/kota;
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. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka

penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan
Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan

Jembatan; dan

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan

fungsinya

Bidang UPT Jalan dan Jembatan Wilayah 11

. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata

Usaha, Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi

Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan;

. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan

tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi perencanaan Teknis Jalan

dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaiingan Jalan dan Jembatan;

. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan

tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi perencanaan Teknis Jalan

dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaiingan Jalan dan Jembatan;

. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan jembatan

dengan kabupaten atau kotadiwilayahnya;

. Penyelenggaran operasional pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan jembatan,

pengelolaan peralatan, tugas ketatausahaan, serta penyelenggaraan program

usulan kegiatan pemeliharaan rehabilitasi jalan dan jembatan;

. Penyelenggaraan dukungan penangan bencana alam di kabupaten/kota;
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g. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan
Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan
Jembatan; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan
fungsinya

11. Bidang UPT Jalan dan Jembatan Wilayah 111

a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata
Usaha, Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi
Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan;

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi perencanaan Teknis
Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaiingan Jalan dan Jembatan;

c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi perencanaan Teknis
Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaiingan Jalan dan Jembatan;

d. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan jembatan
dengan kabupaten atau kotadiwilayahnya;

e. Penyelenggaran operasional pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan jembatan,
pengelolaan peralatan, tugas ketatausahaan, serta penyelenggaraan program
usulan kegiatan pemeliharaan rehabilitasi jalan dan jembatan;

f. Penyelenggaraan dukungan penangan bencana alam di kabupaten/kota;
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g. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan
Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan
Jembatan; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan
fungsinya.

Bidang UPT Peralatan Konstruksi

a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata
Usaha dan Seksi Pengelolaan Peralatan Konstruksi;

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi pengelolaan
Peralatan Konstruksi;

c. Penyelenggaraan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan konstruksi;

d. Penyeienggaraan pengadaan dan pengembangan peralatan konstruksi;

e. Penyeienggaraan pengadaan dan pengembangan peralatan konstruksi;

f. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pengelolaan
Peralatan; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan

fungsinya.
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Bidang UPT Laboratorium Bahan Kontruksi

a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata
Usaha, Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu dan Seksi Laboratorium;

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka menyelenggarakan
tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan
pengendalian mutu dan Seksi Laboratorium;

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan
Pengendalian Mutu dan Seksi Laboratorium;

d. Pengelolaan dan pemeliharaan Laboratorium Bahan Konstruksi;

e. Pengadaan dan pengembangan Laboratorium Bahan Konstruksi;

f. Pelayanan dan pengembangan penggunaan Laboratorium Bahan
Konstruksi; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

Bidang UPT Pengelolaan Air Minum 1

a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata
Usaha, Seksi Penyediaan dan Pemeliharaan Air Minum dan Seksi
Monitoring dan Evaluasi;

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Penyecliaan dan

Pemeliharaan Air Minum dan Seksi Monitoring clan Evaluasi;
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c. Penyelenggaraan pengelolaan dan pemeliharaan jaringan pipa transmisi dan
distribusi utama;

d. Penyelenggaraan operasional produksi Pengelolaan Air Minum;

e. Penyelenggaraan distribusi hasil produksi Pengelolaan Air Minum;

f. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, -Seksi Penyediaan dan
Pemeliharaan Air Minum dan Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

Bidang UPT Jalan dan Jembatan Wilayah 1V

a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata
Usaha, Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi
Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan;

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi perencanaan Teknis
Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaiingan Jalan dan Jembatan;

c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi perencanaan Teknis
Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaiingan Jalan dan Jembatan;

d. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan jembatan

dengan kabupaten atau kotadiwilayahnya;
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e. Penyelenggaran operasional pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan jembatan,
pengelolaan peralatan, tugas ketatausahaan, serta penyelenggaraan program
usulan kegiatan pemeliharaan rehabilitasi jalan dan jembatan;

f. Penyelenggaraan dukungan penangan bencana alam di kabupaten/kota;

g. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan
Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan
Jembatan; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan
fungsinya.

Bidang UPT Jalan dan Jembatan Wilayah V

a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata
Usaha, Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi
Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan;

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi perencanaan Teknis
Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaiingan Jalan dan Jembatan;

c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi perencanaan Teknis
Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaiingan Jalan dan Jembatan;

d. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan jembatan

dengan kabupaten atau kota di wilayahnya;
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e. Penyelenggaran operasional pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan jembatan,
pengelolaan peralatan, tugas ketatausahaan, serta penyelenggaraan program
usulan kegiatan pemeliharaan rehabilitasi jalan dan jembatan;

f. Penyelenggaraan dukungan penanganan bencana alam di kabupaten/kota;

g. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan
Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan
Jembatan; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan
fungsinya.

Bidang UPT Jalan dan Jembatan Wilayah VI

a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata
Usaha, Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi
Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan;

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi perencanaan Teknis
Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaiingan Jalan dan Jembatan;

c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi perencanaan Teknis
Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaiingan Jalan dan Jembatan;

d. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan jembatan

dengan kabupaten atau kota di wilayahnya;
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. Penyelenggaran operasional pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan jembatan,
pengelolaan peralatan, tugas ketatausahaan, serta penyelenggaraan program
usulan kegiatan pemeliharaan rehabilitasi jalan dan jembatan;

. Penyelenggaraan dukungan penangan bencana alam di kabupaten/kota;

. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan
Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan
Jembatan; dan

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan

fungsinya



BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis
mengenai mekanisme pengenaan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) atas jasa
konstruksi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau, maka diperoleh kesimpulan sebagai

berikut:

1. Mekanisme pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2)
jasa konstruksi di Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau sudah sesuai dengan
ketentuan PP No. 40 Tahun 2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009, dikarenakan
pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi dipotong oleh
pengguna jasa pada saat melakukan pembayaran. Dalam hal ini, Pelaksanaan
kewajiban PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi menjadi tanggung jawab dan
dilakukan oleh Bendahara Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.

2. Perhitungan Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi
yang dikenakan terhadap wajib pajak atau pihak rekanan di Dinas PUPRPKPP
Provinsi Riau telah sesuai dengan ketentuan PP No. 40 Tahun 2009 dan PMK
No. 153/PMK.03/2009. Pada pengenaan tarif dan dalam perhitungan nilai PPh
Final pasal 4 ayat (2) yang dipotong atas kegiatan konstruksi sudah tepat.
Menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku Nilai PPh Final pasal 4 ayat (2)
dihitung dengan mengalikan tarif dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) yang

dihasilkan dari nilai belanja atau nilai kontrak dari usaha jasa konstruksi. Secara
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manual, nominal pajak dari perhitungan yang disetor berdasarkan data yang di
dapat penulis dari Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau sudah sinkron dengan hasil
perhitungan yang dilakukan oleh penulis berdasarkan peraturan dan ketentuan
perpajakan yang berlaku.

.‘Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) pada Dinas PUPRPKPP Provinsi
Riau dilaksanakan oleh bendahara sebagai pihak pengguna jasa. Dengan
demikian, bendahara Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau berstatus sebagai
pemotong pajak yang akan melakukan penyetoran dan pelunasan pajak
penghasilan yang dikenakan terhadap wajib pajak. Penyetoran pajak disetorkan
menggunakan sistem secara online melalui aplikasi e-Billing yang telah sesuai
dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-26/PJ/2014.

. Pelaporan Pajak Pengahasilan PPh Pasal 4 ayat (2) pada Dinas PUPRPKPP
Provinsi Riau dilakukan menggunakan SPT dengan melampirkan bukti e-Billing
dan Bukti Penerimaan Negara. Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan
dengan menggunakan sistem secara online melalui aplikasi e-Filing yang telah
disediakan oleh (DJP) Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2)
harus dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan
terutangnya PPh pasal 4 ayat (2). Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) telah sesuai

dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 153/PMK.03/2009.
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4.2 Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran-saran yang dapat

penulis kemukakan, sebagai berikut:

1.-Penulis menyarankan agar Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau untuk selalu
memperhatikan ketentuan perpajakan dalam hal ini yaitu perhitungan,
pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)
atas usaha jasa konstruksi agar dapat terlaksana sesuai dengan berdasarkan
peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan serta meningkatkan kepatuhan
membayar pajak kepada setiap wajib pajak yang ada di Dinas PUPRPKPP
Provinsi Riau agar tidak adanya keterlambatan pembayaran dan pengenaan
sanksi.

2. Selalu update terkait peraturan perpajakan yang berlaku sehingga tidak terjadi
kesalahan baik dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan
terkait dengan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa kontruksi

pada Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan
masalah pada penulisan yang berjudul “Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan
Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau”. Berikut daftar

pertanyaan wawancara pada Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau:

Tanggal : 13 Mei 2024

Waktu : 09.00-11.30 WIB

Narasumber : Fahmi syahruddin, S.Ak.

Jabatan : Kasi Pengolahan Data

1.  Berapakah wajib pajak dari PPh pasal 4 ayat (2) yang terdaftar di Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau pada tiga tahun terakhir?

2. Bagaimana alur dari pengenaan PPh pasal 4 ayat (2) terhadap wajib pajak
(Badan Usaha) yang ada di Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau?

3.~ Apakah pembayaran PPh pasal 4 ayat (2) bisa di bayarkan melalui online?

4. . Siapa yang berwenang dalam memungut dan menyetor PPh pasal 4 ayat (2)
di Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau?

5.2 Bagaimana Perhitungan PPh pasal 4 ayat (2) di Dinas PUPRPKPP Provinsi

Riau?



HASIL WAWANCARA:

Berapakah wajib pajak dari PPh pasal 4 ayat (2) yang terdaftar di Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau?

Jawaban: Pada Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau wajib pajak terutama wajib
pajak (Badan Usaha) yang dikenakan PPh pasal 4 ayat (2) itu di tahun 2021
berjumlah 77 wajib pajak. Kemudian di tahun 2022 wayjib pajak yang terdata
disini sebanyak 880 wajib pajak terdiri dari PT dan CV serta di tahun 2023
berjumlah 665 wajib pajak yang terdiri dari PT dan CV juga.

Bagaimana alur dari pengenaan PPh pasal 4 ayat (2) terhadap wajib pajak
(Badan Usaha) yang ada di Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau?

Jawaban: Alur dari pengenaan PPh pasal 4 ayat (2) terhadap wajib pajak di
Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dimulai dari Wajib Pajak menyampaikan
penyediaan atas usaha jasa konstruksi, kemudian Setiap Bidang membuat
dan mengajukan SPP, lalu Bendahara Dinas menghitung PPh Final Pasal 4
ayat (2) terhadap wajib pajak, dilanjutkan dengan Subbag Keuangan
membuat serta menerbitkan SPM dan Billing Pajak, setelah itu SPM LS
dikoreksi dan ditandatangani, kemudian SPM disampaikan dan dilaporkan
kepada BPKAD, selanjutnya BPKAD akan menerbitkan SP2D, setelah itu
bendahara dinas memotong dan membayar PPh pasal 4 ayat (2) atas usaha
jasa konstruksi tersebut, lalu pajak yang telah dipungut akan disetorkan dan
dilaporkan oleh bendahara dinas kepada DJP, setelah itu wajib pajak akan
menerima SP2D sebagai tanda bahwa wajib pajak telah membayar pajak tepat

waktu. Wajib Pajak telah dinyatakan selesai dalam membayar pajak.



Apakah pembayaran PPh pasal 4 ayat (2) bisa di bayarkan melalui online?
Jawaban: Pada kantor kami Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau pembayaran
yang dilaksanakan oleh bendahara kami sudah menggunakan sistem secara
online untuk pembayaran PPh pasal 4 ayat (2) yaitu melalui aplikasi e-billing.
Siapa yang berwenang dalam memungut dan menyetor PPh pasal 4 ayat (2)
di Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau?

Jawaban: Karena pihak kami Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau adalah salah
satu instansi dari pemerintah maka yang bertanggung jawab atas pemungutan
dan penyetoran PPh pasal 4 ayat (2) di kantor ini adalah bendahara umum
atau bendahara dinas. Bendahara dinas selaku pengguna jasa dan diberi
kewenangan sebagai pemotong pajak mulai dari proses menghitung,
memotong, menyetor, serta melaporkan PPh pasal 4 ayat (2) tersebut.
Bagaimana Perhitungan PPh pasal 4 ayat (2) di Dinas PUPRPKPP Provinsi
Riau?

Jawaban: Perhitungan pajak terutama untuk PPh pasal 4 ayat (2) Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau sudah mengikuti peraturan dan ketentuan yang
berlaku. Dimana dalam hal ini besaran pajak yang dihitung dan dipungut oleh
bendahara kami selaku pengguna jasa didapat dari hasil perhitungan dengan
mengalikan tarif pajak dengan ketentuan yang telah sesuai atas kualifikasi
perusahan (wajib pajak) masing masing dengan DPP (Dasar Pengenaan
Pajak) yang didapat dari nilai belanja kontrak atau nilai termin pembayaran
awal yang telah disepakati bersama yang akan melaksanakan kegiatan

konstruksi tersebut.



DOKUMENTASI
Wawancara Bersama Bapak Fahmi syahruddin, S.Ak
Selaku Kasi Pengolahan Data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau
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Kepada

Yth. Muslim, S.Sos, M.Si

Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

‘nery eysng NiN Jefem 6uek uebunuadey ueyibnisw yepn u

‘yejesew niens uenelun neje YUy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efiey uesinuad ‘uenjauad ‘ueyipipuad uebunuadasy ynun eAuey uei

Nama : Esha Nurridha Amaliga
NIM : 02170623916

Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : V (Lima)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk
menyelesaikan  studi/menyusun laporan penelitian dengan judul:
“MEKANISME PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4
AYAT 2 ATAS JASA KONSTRUKSI DI DINAS PEKERJAAN
UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU”.
Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam
menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

:lagquuns ueyingaAusiwi uep ueywiniuesuaw edue) 1Ul siny eAIY yninjes neje ue|68qas dinb

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

nery exysng NN uizi edue) undede ymuaqg wejep iul sijn} eAiey yninjas neje uelbegss yeAueqiadwaw uep ueywnuwnbu

s B

Tembusan : )
Dekan Fakultas Ekonoml dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau
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: Izin Penelitian

&
Buepu ﬂ’%Lfﬂ;p

Kepada

Yth. Kepala Kantor

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw )

‘yejesew njens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesijnuad ‘uenjauad ‘ueyipipuad L:Bf.‘uul‘;u@)dém

Nama : Esha Nurridha Amaliga
NIM. : 02170623916

Jurusan : D-IIT Perpajakan
Semester : V (Lima)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian
dengan judul: “Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas
Jasa Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau”. Untuk itu kami mohon
kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa
tersebut.

Jagquins LIBHJI“:QE);I\UEJLLI uep uejuwniuedusuwl edue] iUl sini BA.JEH ynianjas ﬂElEEtE

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima
kasih.

Dekan,

nery exysng NN uizi edue) undede ymuaqg wejep iul sijn} eAley yninjas neje ueibegss yeAueqiadwaw uep umimnu.
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PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai | dan If Kornp. Kantor Gubernur Riau
JI. Jend. Suditman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
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3 N = Q

Ex50 €

=3:¢82 REKOMENDASI

=il : J = Nomor : 503/DPMPTSP/NON 1ZIN-RISET/61324
a g 55 ¢ TENTANG

- o = i -

= 22—?‘5 z & PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
3 tj =i ¢ @ DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA

JL

-

= Q = 1.04.02.01
S ik@ag Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
:{-F’(é}mghqqan Penelitian dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan limu Sosial UIN Suska Riau, Nomor :
SB7 0%0/@1.04IF.VIIIPP.00.9I1112023 Tanggal 24 November 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

a
C

ueyip!

ESHA NURRIDHA AMALIGA
02170623916

Dill ADMINISTRASI PERPAJAKAN
DI

5. Alamat :  PEKANBARU

35 Judul Penelitian ! MEKANISME PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA
o KONSTRUKSI DI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU

-7. Lokasi Penelitian : DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINS| RIAU
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=

ngan ketentuan sebagai berikut:

u

Tidal? melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
P_élazﬁsanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini bedangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

kggpg’pa pihak ‘yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan
Penglitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

N =

Le|ep Iul SNy eAIRY yninjas neje

g

L

[i@anﬁkian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di ¢ Pekanbaru
Pada Tanggal : 21 Desember 2023
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Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
—— ] Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DPM | DiNAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP | PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU
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Disampaikan Kepada Yth :

. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
Kepala Dinas'PUPRPKPP Provinsi Riau di Pekanbaru

‘Pekan Fakultas Ekonomi dan llmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
¥ang Bersangkutan
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PEMERINTAH PROVINSI RIAU

I DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
4 3 PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
o dalan®8M. Amin No. 92 Tel|) (0761) 564550 - 564535 - 564541 Fax. (0761) 564547 - 564407
= g PEKANBARU -28292
E_ é Pekanbaru, 27 Desember 2023
Iﬁblg 400.14.5 4/PUPRPKPP/SEKRE/ 223
ifab S Biasa
Lanipifan -
Perihak Izin Riset/Penelitian.

Yth,

@ad
a?ﬂa
= Buep

Rekan Fakultas Ekonomi dan limu Sosial
Uhi iversitas Sutan Syarif Kasim Riau.

8.5

g 3

5 E TEMPAT

= w

ES_ 3.

o 2 Sehubungan dengan Surat dari Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal
dan; Pelayanan Satu Pintu Provinsi Riau, Nomor : 503/DPMPTSP/NONIZIN-

‘nery eysng Nin Jefem Buek uebunuadey ueyibniaw yepn uedi

RISET/61324, Tanggal 21 Desember 2023 Perihal : Pelaksanaan Kegiatan Riset / Pra
Egls%t dan Pengumpulan Data/Penelitian, atas nama sbb :

= 2

£No. Nama NPM/NIS Prodi/Jurusan

-~ 1. | Esha Nurridha Amaliga 02170623916 Adm. Perpajakan

o QD — . e

Judul Penelitian :

Eﬂ%(ANISME PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA
R@JSTRUKSl DI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN,

RABNASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU.

‘nery exsng NiN uizi edue) undede ymuaq wejep 1ul sin} eAIBY ynunjas neje ueibeqgas yeAueqiadwaw uep ueywnwnbusufgs

< S
é aj Dapat disampaikan bahwa, Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau tidak keberatan
untuk menerima Mahasiswa tersebut, dalam melakukan Pengumpulan Data/Penelitian
pada kegiatan diatas.
3 g
g = Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima
kasih.
2
UET a.n. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
= PENATAAN RUANG, PERUMAHAN,
Y \\\\1 ASAN PERMUKIMAN DAN
= & AN AHAN PROVINSI RIAU
o] ', i Sekre ans\\
< gcfg
%‘ "‘ ; \21a0 ? !
D ‘v‘ &
QC,‘. 1 \ U' \v ‘
o ¥ 'FERRYY NANDA, ST.,MT
= Penata Tk. 1 (Ih/d)
S NIP. 19810205 201102 1 001
— [1h)
M Kepada Yth,

Arsip.
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PEMERINTAH PROVINSI RIAU

& DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN,
il © KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU
< 15 Jalan SM. Amin No. 92 Telp. (0761) 564550 - 564535 - 564541 Fax. (0761) 564547 - 564407
: 7 S PEKANBARU - 28292
<
2 5
D =@
2P e SURAT KETERANGAN
- %3 Nomor: 400.14.5.4/KET/PUPRPKPP/SEKRE/1518
=" =
£ ‘gang bertanda tangan- dibawah ini, Kepala Dinas Pekerjaan- Umum, Penataan
Ig_uﬁng, Perumahaan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau,
derigan iniimenerangkan sbb :
o 5
b i Nama : ESHA NURRIDHA AMALIGA
=5
9_ -
S5 NIM : 02170623916
L £
5 2 Jurusan . Administrasi Perpajakan
% § Jenjang Pendidikan - D3 (Diploma tiga)
O
g 5 Alamat :JI. Sultan Mahmud Muzafarsyah
3 3 Kab. Lingga
& =
%2 4 Adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan limu Sosial,Universitas Islam Negeri

@@tan Syarif Kasim Riau, yang telah melaksanakan yang telah melaksanakan
énelitian dan Pengumpulan Data pada Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan
éngelolaan BMD, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan

TPgmuklman dan Pertanahan Provinsi Riau,

@

§ Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
estinya.

®

3

3 Pekanbaru, 14 Mei 2024

A.n. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN  RUANG, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI RIAU

ew niens uenelun neje ¥y uesiinuad ‘uelode| ueu%snﬂuad

NIP. 19810205 201102 1 001

Tembusan ; Kepada Yth,
Arsnp
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